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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      14 A  
TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  DI KABUPATEN BANTUL YANG SAKIT DIRAWAT 
DI RUMAH SAKIT ATAU MENINGGAL DUNIA
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka lebih memotivasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya bagi anggota perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Bantul perlu memberikan bantuan keuangan kepada anggota perlindungan masyarakat (linmas) Kabupaten Bantul yang sakit dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bantul Yang Sakit Dirawat Di Rumah Sakit atau Meninggal Dunia;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai  Berlakunya   Undang-Undang  1950  Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan     :
	KESATU
	:
	Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bantul Yang Sakit Dirawat di Rumah Sakit atau Meninggal Dunia.


	KEDUA
	:
	Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan bagi anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bantul yang telah mengabdi terus menerus tanpa terputus selama 5 (lima) tahun.


	KETIGA
	:
	Syarat-syarat penerima bantuan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


	KEEMPAT
	:
	Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
a. bagi anggota perlindungan masyarakat (Linmas) yang sakit dan dirawat inap di rumah sakit minimal 4 (empat) hari diberikan bantuan 1 (satu) kali selama periode sakit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);atau
b. bagi anggota perlindungan masyarakat (Linmas) yang meninggal dunia diberikan bantuan/santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).


	KELIMA
	:
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 A Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bantul Yang Sakit Dirawat di Rumah Sakit atau Meninggal Dunia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



	KEENAM
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

	KEENAM
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Inpektorat Kabupaten Bantul;

5. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul;

6. Camat dan Lurah se Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    15 A    TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PENDERITA / KORBAN AKIBAT BENCANA ALAM DAN KARENA ULAH MANUSIA SERTA PENANGGULANGAN BENCANA 
DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa untuk meringankan beban penderita dan mempercepat proses pengembalian fungsi sosial bagi para penderita/korban akibat bencana alam dan karena ulah manusia serta penanggulangan bencana dapat diupayakan pemberian bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Kepada Penderita/Korban Akibat Bencana Alam Dan Karena Ulah Manusia Serta Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai  Berlakunya   Undang-Undang  1950  Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Bantul;

17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Bantul;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan     :
	KESATU
	:
	Memberikan Bantuan Kepada Penderita/Korban Akibat Bencana Alam dan Karena Ulah Manusia Serta Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul.


	KEDUA
	:
	Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. permohonan bantuan diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul;

b. bantuan dapat diberikan dalam bentuk barang, peralatan dan logistik yang berupa makan, air bersih atau uang;dan
c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul berwenang menyetujui atau menolak permohonan bantuan dan menentukan jenis bantuan yang diberikan kepada penderita/korban berdasarkan pengamatan, pengecekan di lapangan oleh petugas serta data dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.


	KETIGA
	:
	Selain untuk memberikan bantuan kepada penderita/korban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bantuan dapat juga diberikan untuk :
a. usaha-usaha pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana serta rehabilitasi akibat bencana;dan
b. membantu kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota lain yang terdekat yang mengalami musibah bencana dengan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia.


	KEEMPAT
	:
	Penentuan jenis dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. bagi korban yang mengalami kerugian material yang besarnya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bantuan diberikan berdasarkan hasil analisa dan pengecekan lapangan serta pertimbangan lainnya;

b. bagi korban yang mengalami kerugian material yang besarnya maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan bantuan bentuk uang maksimal 20% (dua puluh perseratus);

c. bagi korban meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

d. bagi korban yang sakit rawat inap di rumah sakit sedikitnya 5 (lima) hari diberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

e. bagi korban yang tinggal ditempat pengungsian sementara, dapat diberikan bantuan berupa dapur umum;atau
f. bagi korban kekurangan air bersih, dapat diberikan bantuan berupa air bersih. 



	KELIMA
	:
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Penderita/Korban Akibat Bencana Alam dan Karena Ulah Manusia Serta Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



	KEENAM
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;



	KEENAM
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;

6. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul;

7. Camat dan Lurah se Kabupaten Bantul;

8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
